BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian dengan judul “Pembuatan Keputusan Pemerintah Indonesia untuk
Memberikan Bantuan Luar Negeri Kepada Palestina” ini berhasil menemukan alasan
pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan luar negeri kepada Palestina.
Keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina dihasilkan karena
kedua ‘pemain’ yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yaitu Presiden-
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, memiliki perbedaan dalam kepentingan. Terlebih lagi, dalam pembuatan
keputusan dibutuhkan kekuatan dan kekuasaan dari kedua ‘pemain’. Sehinga
perbedaan kepentingan tersebut menghasilkan keputusan yang tidak rasional.

Keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina tidak
mencerminkan kepentingan Presiden-Kementerian Luar Negeri dan Dewan
Perwakilan Rakyat. Pemberian bantuan luar negeri kepada Palestina tidak
mencerminkan kepentingan yang dimiliki Presiden dan Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia yaitu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam hubungan luar
negeri, karena bantuan luar negeri tersebut tidak memberikan kewajiban kepada
Palestina untuk melakukan hal yang sama atau dengan kata lain bukan berupa
kerjasama atau hutang yang dilengkapi dengan kontrak kewajiban. Kemudian

keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina juga tidak
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mencerminkan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan mewujudkan
kemerdekaan pada Palestina. Memberikan bantuan luar negeri, tidak mendatangkan
pengakuan dari negara-negara lain terhadap kemerdekaan Palestina

Lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian: “Kenapa Pemerintah
Indonesia Memutuskan untuk Memberikan Bantuan Luar Negeri Kepada
Palestina? (Tahun 2015-2019)”, terlihat bahwa keputusan tersebut dibuat karena
kepentingan yang dimiliki Presiden-Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan
kepentingan milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) adalah
berbeda. Diperlukan kekuatan politik Presiden-Kementerian Luar Negeri dan DPR
dalam membuat keputusan, maka perbedaan kepentingan menghasilkan keputusan
yang tidak rasional. Perbedaan kepentingan berhujung Presiden-Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghasilkan
keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan kedua ‘pemain’ yaitu keputusan
untuk memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina. Keputusan tersebut adalah
keputusan yang dibuat diantara kepentingan dua pihak yang berbeda.

Penelitian ini menekankan bahwa setiap aksi atau keputusan dari suatu
pemerintahan adalah dibuat melalui beberapa institusi atau personil pemerintah sebagai
bentuk pemaknaan. Walaupun setiap institusi memiliki fungsi dan kekuasaannya
masing-masing, namun dalam proses politik pembuatan keputusan tentunya
keterlibatan dengan satu sama lain tidak dapat dihindari. Penelitian ini juga bermaksud
untuk menghasilkan pemaknaan bahwa setiap institusi dibawah satu pemerintahan

yang sama bukan berarti memiliki kepentingan yang sama, melainkan dengan
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kepentingan yang berbeda-beda. Namun tentunya kepentingan yang berbeda antara
setiap institusi bukan berarti tidak berorientasi pada kemajuan negara, melainkan setiap
institusi memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Tentunya penelitian ini bukan tanpa kekurangan, dan terdapat sejumlah batasan
dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji proses pembuatan keputusan pemerintah
Indonesia pada skala pembagian kekusaan dalam pemerintah Indonesia. Dimana
Presiden dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai lembaga negara
dengan kekuasaan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara
dengan kekuasaan legislatif. Tentunya proses pembuatan keputusan juga dapat
dianalisa menggunakan teori politik birkorasi berdasarkan setiap lembaga negara yang
berada dibawah pembagian kekuasaan eksekutif dan eksekutif. Namun karena
keterbatasan dan kekurangan penulis, lembaga negara yang dijadikan objek analisis
adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan kekuataan tertinggi dalam setiap
pembagian kekuasaan di pemerintah Indonesia. Maka dari itu besar harapan penulis,

agar penelitian ini dapat dikembangkan dan dikaji untuk kedepannya.
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